BUPATI NGAWI
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR & TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 135 TAHUN 2013
TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Menimbang

Mengingat

BUPATI NGAWI,

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka
terdapat perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat
Daerah beserta kewenangannya;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Ngawi
Nomor 135 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan
Secara Elektronik perlu dilakukan perubahan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2013 tentang
Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);




10.

11.

12.

13.

14,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2013 tentang
Unit Layanan Pengadaan (Berita Daerah Kabuaten Ngawi
Tahun 2013 Nomor 134);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 135 Tahun 2013 tentang
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 135).




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 135

TAHUN 2013 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 135 Tahun 2013
tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2013 Nomor 135), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi. -

3.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan OPD

Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

Bupati adalah Bupati Ngawi.

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Ngawi.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ngawi.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh OPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa.

Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang dan/atau jasa milik Negara/Daerah di
masing-masing OPD.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas
mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran OPD.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah
pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau ditetapkan oleh Bupati untuk
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit
organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melakganakgn_
Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri
atau melekat pada unit yang sudah ada.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk mglaksanakan
pengadaan langsung, Penunjukan Langsung dan E-Purchasing.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP
adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan
yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Konsultansi/Jasa Lainnya.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE
adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem
pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Pengguna LPSE adalah semua pihak yang memiliki kepentingan dan
terlibat dalam penggunaan sistem pengadaan barang/jasa secara
elektronik.

Registrasi adalah proses pendaftaran bagi pengguna LPSE untuk
mendapatkan akses ke dalam system pengadaan barang/jasa secara
elektronik, berupa user ID dan password.

User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas pengguna
SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.

Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh
pengguna untuk memverifikasi user 1D kepada sistem E-Procurement.

Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa
melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses registrasi
calon penyedia barang/jasa, meliputi user ID dan password serta
penyampaian notifikasi persetujuan.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya SPSE adalah
kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan
database E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk
digunakan oleh LPSE dan infrastruktur.

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau E-Procurement adalah
kegiatan pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan
Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan dilaksanakan
dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik
sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi
elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara
nasional yang dikelola oleh LKPP.



. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

(1) LPSE merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang
memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik.

(2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas
Komunikasi dan Informatika.

. Ketentuan Pasal 3 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;

memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman  pelaksanaan

pengadaan;

c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan
penyedia barang/jasa secara elektronik.

d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang
berkepentingan menjadi Pengguna SPSE.

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

op

. Ketentuan huruf a Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPSE
menyelenggarakan fungsi meliputi :

a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan
pengelolaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan OPD;
pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;

pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;

Eelsksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian
PSE.

ao o

- Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

(1) Kepala LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,

dijabat .oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan
Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informasi.

(2) Kepa}a L.PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera_turan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Ju\f 2007

BUPATI NGAWI,

BUDI SULISFYONO

Diundangkan di Ngaw;
Pada tangga] 4 Ju[; Sotf

S
EKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAwI,
TTD
MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAR
RAH KABUPATEN NGAwI TAHUN 2017 NOMOR g



